LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIDPRRI
BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI
Rapat ke .17 (tujuh belas)
Tahun Sidang . 2019-2020
Masa Persidangan 1
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Virtual Komisi VI DPR RI dengan
Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi), Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat
Tradisional (GP Jamu), dan Gabungan Pengusaha Makanan dan
Minuman (GAPMMI)
Hari, Tanggal . Senin, 27 April 2020
Pukul : 11.00WIB
Sifat Rapat . Terbuka
Pimpinan Rapat . Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P., Wakil Ketua Komisi VI DPR R
Sekretaris Rapat . Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat . Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara | Lt. Dasar
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Acara . Pembahasan kondisi Aktual terkait dampak Covid-19
Hadir S dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI;
2. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP
Farmasi), F. Tirto Kusnadi;
3. Ketua Badan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa;
4. Ketua Umum Gabungan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat
Tradisional (GP Jamu), Dwi Ranny Pertiwi Zarman, S.H., M.H.;
5. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman
(GAPMMI), Adhi S. Lukman,
beserta jajarannya.
|. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat
Dengar Pendapat Umum Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 10.48 WIB dan rapat dinyatakan
terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 27 April 2020, dengan acara dan waktu
sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih,
SE,MAP.

3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR R
dilakukan secara virtual.



CATATAN RAPAT

1.

Komisi VI DPR RI menerima masukan Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia terkait
Pemenuhan Ketersediaan Obat yang dibutuhkan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan
Pelayanan Kesehatan (Yankes) dalam rangka Upaya Penanganan Covid-19.

Komisi VI DPR Rl menerima masukan Gabungan Asosiasi Penguasaha Makanan dan Minuman

Indonesia (GAPMMI) perihal usulan penurunan harga gas US$ 6 per MMBTU sesuai dengan

Perpres Nomor : 40 Tahun 2016, hal ini akan disampaikan dalam rapat selanjutnya bersama

Kementerian BUMN dan mitra terkait.

Komisi VI DPR RI menerima masukan dari para Pengusaha dan Asosiasi terkait penggunaan kurs

mata uang asing oleh PGN untuk diubah menggunakan mata uang rupiah serta mematok nilai

tukar rupiah untuk tetap pada angka 14.000 rupiah.

Komisi VI DPR RI menerima masukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) perihal:

a. Penghapusan tagihan pemakaian biaya minimum untuk listrik dan gas.

b. Perlindungan pasar dalam negeri dari serbuan impor dengan segera menetapkan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan definitif untuk pengajuan safeguard dari PMK 161, 162, dan 163
Tahun 2019. Selain ini pengajuan safeguard untuk pakaian jadi segera bisa diajukan oleh
pemerintah.

c. Relaksasi kredit yang diberikan oleh Bank kepada perusahaan agar dilakukan sesuai dengan
kebijakan pemerintah.

Komisi VI DPR Rl menerima dan mendukung masukan dari Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat

Tradisional (GP Jamu) yang mengusulkan jamu dan obat tradisional untuk digunakan sebagai

salah satu obat komplementer kepada pasien di RS rujukan Covid-19 untuk meningkatkan

imunitas tubuh mengingat Covid-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh.

Komisi VI DPR RI akan memperjuangkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

dalam produk industri Farmasi, Tekstil, Jamu dan Obat serta makanan dan minuman, dalam

rangka menghadapi pemulihan pasca Covid-19.

Komisi VI DPR RI siap menerima semua bentuk usulan yang diusulkan secara tertulis dari

asosiasi-asosiasi yang hadir dalam rapat virtual hari ini untuk kemudian sebagai bahan masukan

rapat Komisi VI DPR RI selanjutnya dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 15. 52 WIB.

Jakarta, 27 April 2020
PIMPINAN KOMISI VIDPRRI
KETUA RAPAT,

TTD.

GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E, M.A.P.
A-353




